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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,

HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan good governance dalam
penyelenggaraan Negara, maka proses penatausahaan
Barang Milik Negara perlu diselenggarakan secara
profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola
secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 25);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor: Per-
367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 894);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 641);
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10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2012 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan wajib melaksanakan proses
penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 2

Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik
Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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